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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah koordinasi lurah berperan dalam meningkatkan efektivitas Kerja pegawai Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. Untuk mendapatkan data penulis melakukan penelitian tersebut. Hasil penelitian manunjukkan bahwa koordinasi sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai, dalam arti bahwa faktor efektivitas kerja pegawai Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda dari bulan ke bulan bahkan dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang meningkat. Hal ini diikuti pula oleh koordinasi  lurah dalam ini berfungsi sebagai variabel sebab.
Untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai, di samping faktor koordinasi maka faktor lain perlu mendapatkan perhatian sehingga efektivitas kerja pegawai Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda dapat ditingkatkan
.
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I. PENDAHULUAN
Pemerintah diharapkan dapat menjadi pelopor pembangunan dan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang baik, efisien dan efektif dalam segala aspek kehidupan. Mengenai pembangunan aparatur pemerintah ini, telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 ( 2001 : 147 ) yang menyebutkan sebagai berikut : Pembangunan aparatur negara bertujuan untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN yang didukung dengan penegakan peraturan, peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur negara baik di pusat maupun didaerah. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah meliputi (1) pengembangan sistem informasi pengawasan secara transparan dan terakunkan (accountable), (2) peningkatan kualitas informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan,(3) penegakkan etika dan moral dilingkungan aparat audit internal pemerintah dan menindaklanjuti hasil pengawasan internal secara transparan serta menegakkan aturan disiplin PNS, (4) Pelaksanaan UU No. 28/Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara konsisten sekaligus meningkatkan peran Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, (5) penyusunan dan pengembangan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, (6) mengefisienkan struktur kelembagaan yang terkait di bidang aparat pemeriksa.    
Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan :bahwa salah satu arah dan tujuan pembangunan aparatur pemerintah adalah untuk menciptakan aparatur yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi efektivitas kerja pegawai/aparatur pemerintah sangat diharapkan.
Adapun perwujudan konkrit dari pelaksanaan pembangunan dibidang aparatur pemerintahan adalah yang terdapat pada instansi-instansi pemerintah. Dalam hal ini selalu dilakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan agar semakin efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk menciptakan efektivitas  kerja aparatur pemerintah, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Undang-undang  Nomor 43 Tahun 1999 ( 1999 : 11 dan 17 ) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pada Bab II Pasal 3 butir 1 dinyatakan : “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan”, dan pada Bab III  pasal 12 butir 1 dinyatakan : “Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna”. Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa, efektivitas aparatur pemerintah/Pegawai Negeri Sipil sangat penting dalam melaksanakan pembangunan dibidang aparatur pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1980 adalah bentuk usaha lain dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kerja aparatur pemerintah dalam pelaksaan tugas-tugas pokok pemerintah demi tercapainya pembangunan nasional. Jadi efektivitas kerja bagi aparatur pemerintah di semua instansi sangat memerlukan perhatian yang besar.
Dalam Pemerintah Republik Indonesia sekarang ini, masih terdapat gejala-gejala menurunnya efektivitas kerja aparatur pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh M.Kharis Suhud dalam harian Pikiran Rakyat (1988 : 4), menyatakan : “Pelayanan yang dilakukan dengan sikap yang lambat oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, tentu merupakan gangguan sekaligus ancaman dan hambatan pelaksanaan pembangunan”.  
Hal di atas menunjukan bahwa, efektivitas kerja aparatur pemerintah masih lemah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tujuan nasional yang telah ditargetkan pemerintah lamban untuk dicapai. Berbicara masalah organisasi dan manajemen maka tidak terlepas dari target, sasaran, tujuan maupun kebijaksanaan dari organisasi yang bersangkutan. Dengan berpatokan pada sasaran, tujuan dan target yang akan dicapai, hal itu sangat erat hubungannya dengan efektivitas kerja. Seperti halnya dalam penciptaan efektivitas memerlukan banyak pertimbangan, misalnya bahan yang tersedia, kekomplekskan tugas, keamanan dan resiko, iklim organisasi dan masih banyak lagi.
Sejalan dengan itu bila dikaitkan dengan instansi pemerintah saat ini, maka masih ada pegawai yang kurang pekerjaan sehingga tampak menganggur, pekerjaan diselesaikan dengan mengulur-ulur waktu, pendelegasian wewenang yang jarang dilaksanakan dan penempatan pegawai belum sesuai dengan keahliannya. Masalah organisasi ini dapat terlihat pula Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan  Kota Samarinda. Ini merupakan indikasi rendahnya efektivitas kerja yang perlu mendapatkan perhatian.

II. PERMASALAHAN
Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah koordinasi Lurah berperan dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan  Kota Samarinda?

III. METODE PENELITIAN
Wilayah dari penelitian ini adalah Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan  Kota Samarinda.  Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan  Kota Samarinda pada tahun 2011/2012  berjumlah 20 orang pegawai.
Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian verikatif atau uji hipotesis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau mencari sebab akibat dari dua variabel atau lebih.
Penelitian ini bersifat menerangkan, yaitu untuk variabel Pengawasan maupun variabel semangat kerja pegawai, penulis menggunakan rumus koefesien Korelasi Rank Spearman [ rs ] yang penulis kutip dari Sidney Siegal (1995 : 256 – 257) dengan rumus sebagai berikut : 

Dimana : 
rs 	= 	Koefisien Korelasi Rank Spearman



 = 	Jumlah keseluruhan   dimana  adalah harga masing-masing subyek yang didapat dari selisih antara rangking X dengan rangking Y.
N 	= 	Sample.
6 	= 	Bilangan tetap

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Variabel Koordinasi
Koordinasi Lurah merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menyatakan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai maksud/tujuan dengan memberikan perintah.
Untuk lebih jelasnya koordinasi ini, maka disini akan dikutip beberapa pendapat para ahli, diantaranya Awaludin Djamin (1990 : 51) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “ Koordinasi adalah suatu kerjasama antara badan/instansi/unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling pengertian, saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi “.
Pendapat Awaludin Djamin tersebut menekankan pada usaha kerjasama dari semua pihak, yang mengerahkan demi tercapainya tujuan organisasi.  Hal ini diperjelas lagi oleh Moeney dan Reile yang dikutip oleh Handayaningrat (1992 : 89), yaitu sebagai berikut : ” Koordinasi adalah sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan ”.
Untuk mengukur variabel Koordinasi digunakan 3 indikator yaitu :
1) Pertemuan atau kegiatan rapat yang diadakan oleh pimpinan.
2) Pengarahan atau petunjuk yang diberikan oleh pimpinan.
3) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan.

1. Indikator Pertemuan atau kegiatan rapat yang diadakan oleh pimpinan
Melakukan koordinasi dengan cara mengadakan pertemuan atau rapat antara pimpinan dengan bawahan merupakan suatu langkah yang baik untuk memperoleh pelaksanaan tugas dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan
Dari tiga pertanyaan yang penulis gunakan untuk mengukur indikator pertemuan atau kegiatan rapat ternyata jawaban responden terbanyak adalah a dan b dengan nilai 3 dan 2. Jumlah nilai jawaban responden terendah adalah 6 dan jumlah nilai jawaban responden tertinggi adalah 9 dengan jumlah nilai jawaban responden seluruhnya adalah 168.

2. Indikator Pengarahan atau petunjuk yang diberikan oleh lurah
Salah satu cara yang dilakukan oleh lurah untuk mengkoordinir bawahan adalah dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada bawahan khususnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab para pegawai sehingga para pegawai mengetahui mana yang menjadi tanggungjawab dan bagaimana melaksanakannya.
Dari tiga pertanyaan yang penulis gunakan untuk mengukur indikator pengarahan atau petunjuk ternyata jawaban responden terbanyak adalah a dan b dengan nilai 3 dan 2. Jumlah nilai jawaban responden terendah adalah 8 dan jumlah nilai jawaban responden tertinggi adalah 9 dengan jumlah nilai jawaban responden seluruhnya adalah 164.

3. Indikator Pengawasan yang dilakukan oleh lurah
Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan pimpinan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan (staf). Pengawasan ini dapat dilakukan secara tertulis, secara lisan sehingga lurah mengetahui apabila ada gejala-gejala terjadinya penyimpangan-penyimpangan..
Dari tiga pertanyaan yang penulis gunakan untuk mengukur indikator pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan ternyata jawaban responden terbanyak adalah a dan b dengan nilai 3 dan 2. Jumlah nilai jawaban responden terendah adalah 7 dan jumlah nilai jawaban responden tertinggi adalah 9 dengan jumlah nilai jawaban responden seluruhnya adalah 170.

B. 	Variabel Efektivitas
Menurut Michael E. McGill dalam bukunya “Pengembangan Organisasi” yang diterjemahkan oleh Ny. Rochmulyati Hamzah ( 1986 : 7 ) menyebutkan sebagai berikut : “Efektivitas bukan suatu ukuran kuantitatif, seperti efisiensi, tetapi lebih merupakan ukuran kualitatif, efektivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan artinya, sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas bagi sebagian besar organisasi merupakan ukuran “maksi-maksi” memaksimumkan tujuan dan memaksimumkan pencapaian tujuan”. 
George Paulus dan Tanenbaum ( 1998 : 47 ) meninjau efektivitas dari sudut pencapaian yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Perumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan pengejar sasarannya dengan lain perkataan, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan organisasi”. 
Lebih lanjut Sondang P. Siagian ( 1980 : 12 ) menyatakan pendapatnya sebagai berikut : “Efektivitas menjadi salah satu dasar pembentukan dan penyelenggaraan organisasi, adalah oleh karena eksistensinya dan pertumbuhan organisasi akan lebih terjamin mengemban misi dan melaksanakan tugas dengan tingkat ketangguhan lebih tinggi”

1. 	Indikator Penggunaan Waktu
Penggunaan waktu dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa jika para pegawai dapat menyelesaikan suatu pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan berarti para pegawai cukup efektif dalam melaksanakan tugasnya.  Sedangkan jika para pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya atau menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh pimpinan, berarti para pegawai  kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya
Darii tiga pertanyaan yang penulis gunakan untuk mengukur indikator tingkat kehadiran pegawai ternyata jawaban responden terbanyak adalah a dan b dengan nilai 3 dan 2. Jumlah nilai jawaban responden terendah adalah 8 dan jumlah nilai jawaban responden tertinggi adalah 9 dengan jumlah nilai jawaban responden seluruhnya adalah 168.

2. 	Indikator Produktivitas Kerja
Bahwa salah satu cara untuk mengetahui efektif tidaknya para pegawai bekerja, dapat dilihat atau diketahui dari produktivitas kerja pegawai. Apabila para pegawai dari waktu ke waktu semakin banyak menyelesaikan pekerjaan dalam arti kuantitas dan semakin baik dalam arti kualitas berarti para pegawai cukup efektif dalam melaksanakan tugasnya dan demikian juga sebaliknya.
Dari tiga pertanyaan yang penulis gunakan untuk mengukur indikator produktivitas kerja ternyata jawaban responden terbanyak adalah a dan b dengan nilai 3 dan 2. Jumlah nilai jawaban responden terendah adalah 7 dan jumlah nilai jawaban responden tertinggi adalah 9 dengan jumlah nilai jawaban responden seluruhnya adalah 166.

3. Indikator Kemampuan Kerja
Kemampuan kerja dimaksudkan adalah bahwa jika para pegawai telah mampu melaksanakan tugas dengan baik, berarti para pegawai telah efektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikian juga sebaliknya, jika para pegawai tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya maka sulit mencapai efektivitas kerja.
Dari tiga pertanyaan yang penulis gunakan untuk mengukur indikator pengawasan langsung ternyata jawaban responden terbanyak adalah a dan b dengan nilai 3 dan 2. Jumlah nilai jawaban responden terendah adalah 7 dan jumlah nilai jawaban responden tertinggi adalah 9 dengan jumlah nilai jawaban responden seluruhnya adalah 158


V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan:
1. 


Bahwa terdapat korelasi yang positif  antara Koordinasi lurah terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan  Kota Samarinda. Hal ini terbukti dari hasil analisis data dimana korelasi   yang diperoleh sebesar antara variabel koordinasi lurah (X) dengan efektivitas Kerja Pegawai (Y) lebih besar bila dibandingkan dengan   teoritis untuk N = 20,  pada tingkat kepercayaan 95% yaitu : 0,463  0,377.
2. 
Bahwa hipotesis yang penulis kemukakan dapat diterima kebenarannya karena didukung oleh data. Hal tersebut terbukti dimana setelah diadakan pengujian hipotesis dengan uji t, diperoleh harga t lebih besar bila dibandingkan dengan t teoritis  (Tabel Harga-harga Kritis t) pada tingkat kepercayaan 95%  untuk N –2 (20-2) = 18,  yaitu : 2,216 1,734.
3. Dengan adanya korelasi antara koordinasi  lurah dengan efektivitas Kerja Pegawai, maka terjawablah rumusan masalah dalam penelitian ini



B. Saran
Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Oleh karena terbukti koordinasi lurah berperan terhadap efektivitas kerja pegawai Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan  Kota Samarinda, maka hendaknya pimpinan lebih meningkatkan peranannya dalam pengawasan, motivasi dan koordinasi.
2. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka pegawai Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan  Kota Samarinda.lebih efektif, bersemangat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Di samping faktor koordinasi, faktor-faktor lain yang mungkin   dapat mempengaruhi efektivitas kerja pegawai perlu diperhatikan.
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